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PROVINSI JAMBI

NOMOR , o8 1kUEP/BALTTBANGDA-1.2 trt2Atg

TENTAITG

PENUNJT'KAN PE.'ABAT PET{GADAAN BARANG DAN JASA PADA BADA!{
PE.!SEI.!TL^.!E D.A.ig PEII!GE}EE.A.!EG.^.Ig DAIP*III PIq.OVIHSI JASIBI

TAHT'N ANGGARAN 2OL9
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Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
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Jambi Tahun Anggaran 2019 dapat memperoleh hasil yang
berkualitas, maka perlu di tunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan
r--- ----r- n--1 --- -.----t:i:--- l:-- n--- ------1- ft-----i- n-----:-_-:uaria Pir.Lra Dauarr rtrrlcuLrir.tr uir.rr rtr11B,trrurr?urErir.[. rJaslair rlovl.tr].sr.
Jambi Tahun Anggaran 2OL9;
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a, penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2Ol:9, periu riitetapkan dengan Kepuirrsan Kepaia
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi; .

Unciang-Unciang Darurat i.iomor i9 Tahun i957 teniang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tairun i957 i.{omor 75), sebagaimana teiair diubah dengan-.
Undang-Undang Nomor 6L Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun L957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat i Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 16a6);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyeienggaraan Negara yang Bersih cian Bebas ciari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Incionesia Nomor 385 f ) ;

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaeul
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparanrr
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9fl;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45781;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOZ tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a738);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah:un 2Ol4 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tartbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO
tentang Pengadaan Barung/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OL6 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2OO9 Nomor 2), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun
2OL3 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi
Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengeiolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
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Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang
Pengeloiaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2OO9 Nomor 3)

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 20ll tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2O7l Nomor 57),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2OL3 tentang
Perlbahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun
2OLL tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2Ol3 Nomor
34)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang
Pengelolaan Barang MiUk Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6O Tahun 2OL6 tentang
susunan organisasi, T\rgas dan Fungsi serta tata kerja Balitbangda
Provinsi Jambi (Berita Daeratr Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor
60)

Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 7L8II{EP.GUB/BPBMD
L.2|2OI8 tanggal 14 Agustus 2O18, tentang Standar Biaya
Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

Keputusan Gubernur Jambi No. 1 / KEP. GUB/ BAKEUDA-6.3 / 20 19
tanggal 02 Januari 2OI9 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran , Bendahara Pengeluaranl
Penerimaan, Bendahara PengelutrtrL I Penerimaan Pembantu dan
Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD ,Dinas, Inspektorat,
Badan l,embaga Teknis, RSUS, Raden Mataherndan RSJ Daerah
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2019.

Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
Menetapkan Dokumen Pengadaan;
Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran ;

l\f 6hdrffiir 
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masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk ciiumumkan
dalam Portal Pengadaan Nasional;
Menilai kualifikasi Penvedia Barang / Jasa melalui
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2Ol9 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada dikhrm KESATU Keputusan ini
mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

b.
c.
A

e.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

r/E E"]\T A 1\/r

E, Menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang dan
dan Jasa kepada Pengguna Anggaran;

h- Menetapkan Penyedia Barang dan.Iasa '.:ntuk :

1. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk
Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Lainnya yang berniiai paiing tingg R.p. 2O0.CTOO.OOO,OO

(dua ratus juta rupiah).
2. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk

Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling
tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

i. Memhr-rat la-pora:t mengenai prcses da:r ha-sll penga-da-an

kepada Pengguna Anggaran;
j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan

Pengaciaan Ba.rang i Jasa ciimulai;
k. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud

diatas dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada
Pengguna Anggaran mengenai :

a. Perubahan HPS dan/atau;
b. Pen-r-ba-hal snesihkasr teknis nekena-.el.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini
1: -1 -1-.-- -., |,1- --1.--.- r--- - -1- - -.-:--- - -- - -i:.-- -1--.-- -1 .- - ,r - -lll-r--.--(r].uiilaflr lrlcrrJir-rii.rrKii.rr LuB,asrrya scuaBaurltrrra Ll]ulitlr,suLl Paua uu.r,LLtill

KEDUA , diberikan honorarium perbulan yang besarnya
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini
dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA, bertanggungjawab kepada Pensguna Anggaran Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan,
ini dibebankan pada DPA-OPD Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Jambi.
Tlarrrr*:roar ir-i rmt-1ai har.lo!,-rr aaialr n Tor-.rar-i cam-.a.i ,-{or;can ?'tillPUlq-q rA vvrrr.uru s.xr^yq uvrr6er v^
Desember 2Ol9 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan
-t;.-+. r * 1-^*1-^ li .-o1-^ a'ai m ^*- n .- -a+i-.'.-uraLql svllav@ gvveScurlrqrq aravoLerJe.

Ditetapkandi: -Jambr
pada fanggal ,&flIuruu, 2olg
KEPALAAADAN

I
JT.I

IT.AZRIN. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660224 t99203 1002

Tembusan:
1. Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi di Jambi
4. Kepala Biro Adm. Pembangunan & Kerjasama Setda Provinsi Jambi
5. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
No Mo R , Nl xoy I9ALTTBANG D A- 1 .2 lt I 20 ts
TANGGAL :3fl ,tan:uari 2Oi9

No.
NAMA/NIP/PANGI(AT JABATAN STRUKTURAL JUMLAH

HONORIBULAN
1 2 3 4

1. ENNY ANDRIAI{Y, SE.MM
NrP.19760824 200902 2 003

Pej abat Pengadaan Barang
dan Jasa Balitbangda
Prcvinsi ,Ta,:n!rl

Muda
7992031OO2


